
Menimbang :

Mengingat

KEPUTUSAN KEPAI"A I(ANTOR WII.AYAH KEMENTERI.AN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SEI.ATAN

NOMOR 283 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERTAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASATI ALIYAH AT TAUHID If/AI.I NUR

I{AT}UPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGA].I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI,A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUI\{ATERA SELATAN,

a. bahwa'dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat 12)

Perattrran Menteri Agama Nomor 90 Tatrun 2Ol3 tentang
Pen-yelenggaraan Pendidikan Madrasatr, perlu nnemberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
lffilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwi dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
orgarrisasi berbadan hukum unhrk menyelen madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teloris, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

d. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakeud dalam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
tentang Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah At
Tauhid Wan Nur Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telatr diubah dengan Peraturan
Pemerintatr Nomor 32 Tatrun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintatr Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOB tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a863);

5. Perahrran Pernerintah Nomor 48 Tatrun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a86fl;

6. Perahrran Pemerintatr Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gun:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor L94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9+l);

7. Perahrrarr Pemerintatr Nomor 17 Tatrun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLO Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengari Perattrran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraflrran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OlO
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor ll2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Perafuran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7

Standar Sarana dan Prasarana Unhrk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2OlO
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikah di
Kabupaten/Kota sebagaimana telatr diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2Ol3
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nornor 15 Tahun ZOLO tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

1O. Perahrran Menteri Agama Nomor 2 Tatrun 2Ol2 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Elerita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Menteri Agama
Nomor 3l Tahun 2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tatnrn 2OL2 tentang Pengavtas Madrasah dan

, Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor 68fl;

11. Perahrran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2OL2 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2,Nomor 851);

12. Perahrr*rn Menteri Agama Nomor' 90 Tahun 2Ol3 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nornor 60 Tahun 2OLS tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSI(AN:

I@PU'fUSAIT IITPAI"A I{ANTOR WII.AYAII KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SEIATAN TENTANG
PEMBERIAN IiZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MN)RASAH
ALTYAII AT TAUHID UIAN NI'R KABI'PATEN MUSI RAIIIAS
UTARA.

Memberikan izrn operasional pendirian madrasah kepada
Madrasatr sebagalmana tercanhrm dalam Lampiran yang
menrpakan bagian tidat< terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelatr jangka walrtr: 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersanglnrtan wqiib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementeian Agama ytrtg mernuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolatr/madrasatr kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
perahrran perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA humf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikhrm KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izln operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Dikhrm KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikh:m KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 27 Febntari 2OL9

,AI.A KANTOR

KELIMA

SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI.A I(ANTOR WII,AYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 283 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERI.AN IZIN PENDIRI.AN MADRASAH ALIYAH AT TAUHID WAN NUR
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

SELATAN

1 Nama Madrasatr tvIA. AT TAUHID wAN NUR

2 Nomor Statistik Madrasatr L37216130010

3 Alamat Madrasah Jl. Jembatan Gantung, Desa Maur Larna,
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas
Utara, Sumatra Selatan
Desa / Kelurahan Maur LarnA
Kecamatan Rupit i

Kabupaten Musi Rawas Utarar
Provinsi Sumatera Selatan

4 Nama Organisasi Paryele flggar: a YAYASAN AT TAUHID WAN NUR

5 Alrte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. AHU-85.AH.02.0 1-2009 SYLVTA ROSSA,

SH, M.Kn Tanggal 30 Januari 2OO9

6 Pengesahan Akte Notaris

Organis asi Penyelenggara

AHU-003 29 L2.AH. 0 1 . o4.TAHUN 20 1 5

Tanggal 15 April 2OLs

t)W// a7 l:\

ZABIDT



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATEM SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 8-268 /KW.06.4.s/KS.0.2/0212019

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Fenyelenggara Madrassh
Akte Notiaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris

Berdiri Sejar

Diberikan kepada:

MADRASAH ALIYAH AT TAUHID WAN NUR

JL. JEMBATAN GANTUNG, DESA MAUR LAMA,
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUS! MWAS UTARA,
SUMATRASELATAN
MAUR LAIvIA

RUPIT
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SUMATEM SELATAN
YAYASAN AT TAUHID WAN NUR

NO. AHU.85.AH.O2.O1-2009 SYLVIA ROSSA, SH, M.KN
AHU4O3291 2.AH.O1 .O4.TAHUN 201 5 TANGGAL 1 5 APRIL
2015
27 FEBRUARI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Palernbang, 27 F ebruan 281 9

KEPALA KANTOR WILAYAH

1 3 1 2 1 o 1 3 0 0 1 0

ENTFFIIAN AGAMA


